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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Pelaksanaan 

Perjanjian Sistem Bagi Hasil Pertanian di Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai 

Pagu Kabupaten Solok Selatan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Nagari Pasir Talang, 

Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan dilaksanakan berdasarkan 

pada hukum adat setempat. Perjanjian ini terutama berlandaskan pada 

kesepakatan lisan antara pemilik tanah dan petani penggarap, yang dibangun 

atas dasar saling kepercayaan di dalam masyarakat yang telah diwariskan 

secara turun temurun hingga saat ini. 

2. Kendala-kendala pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian yang dihadapi 

oleh masyarakat di Nagari Pasir Talang tersebut antara lain karena : 

a. Pada umumnya pemilik sawah dan petani penggarap di Nagari Pasir 

Talang tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 

yang mengatur perjanjian bagi hasil, ini disebabkan oleh minimnya 

kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, terutama dari 

pemerintah kecamatan maupun nagari. 

b. Terjadinya wanprestasi antara pemilik sawah dengan petani penggarap 

karena tidak terpenuhnya hak dan kewajiban yang seharusnya terjadi 

dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian.  
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c. Tidak ditentukannya jangka waktu perjanjian bagi hasil, sedangkan 

didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 menyatakan 

bahwa perjanjian bagi hasil harus memiliki ketentuan jangka waktu. 

d. Faktor budaya yang kuat dalam masyarakat Nagari Pasir Talang yang 

masih mempercayai penggunaan adat kebiasaan secara turun temurun. 

Tradisi ini menjadi cara yang umum bagi mereka untuk menjalankan 

perjanjian bagi hasil, dipengaruhi unsur-unsur tolong-menolong antar 

sesama sehingga secara formal tidak dianggap perlu. 

3. Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di 

Nagari Pasir Talang, perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran hukum 

kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, melalui 

peran Wali Nagari, Wali Jorong dan Camat diharapkan perjanjian bagi hasil 

padi dapat berjalan secara efektif, karena kebanyakan masyarakat Nagari Pasir 

Talang belum mengetahui adanya Undang-Undang ini. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan serta kesimpulan 

tentang Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Pertanian di Nagari Pasir 

Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan kiranya penulis dapat 

menyampaikan saran kepada: 
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1. Pemerintah Nagari perlu memperkenalkan, penyampaian informasi, dan 

peningkatan upaya sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1960 tentang Bagi Hasil kepada masyarakat, mengingat kebanyakan 

masyarakat masih kurang tahu tentang keberadaan undang-undang tersebut. 

2. Pemilik lahan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil, harus bersikap terbuka 

dan berupaya menjalankan perjanjian tersebut sesuai dengan undang-undang 

yang telah diberlakukan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1960. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan 

terjadinya wanprestasi akibat perjanjian bagi hasil pertanian.  

3. Petani penggarap  perlu meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan 

perjanjian bagi hasil pertanian dan hak serta kewajiban yang dimilikinya, serta 

melakukan perjanjian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 

tentang Perjanjian Bagi Hasil. Agar mendapatkan perlindungan hukum yang 

memadai dan kepastian hukum, sehingga tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan atau diuntungkan secara sepihak. 
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